PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENDIDIKAN

J. Lapangan Bekasi Tengah No: 2 Telp. (021) 8825243 Kode Pos 17113
BEKASI

Membaca

Menimbang &, bahwa | berdasarkan Rekomendusi Pendirian Sekolah dard

Mengingat  : 1. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan

KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR : 421.3/Kep.547-Disdik/VLIII/2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA HUFFAZH DARUL MUNIR
KEFPADA YAYASAN AS SABILUL MUNIR

WALIKOTA BEKASI,

Surat permohopan |dar Yayasan | As Sahilul Munic  Numor
011/REKOM V{2014 tdfpeal 17 Juni 2014 perihal Permohonan
Izin  Operasiofiel Sekolah Menengah Pertama (SMP) Huffazh
Darul MusinPeapam Mitrel Lestan Namor D13 Kelurahan Jslirasa
Keearmatun Jatiasih Ko Brkasi.

Badzan Pelayvanan Perizinan Terpadu (BPPT) Pemerintah kota
Bekasi Nomor'421.3/15 BPPT tanggal 10 Juni 2014 tentang
Pendiriah Sekolah Menengah Pertama (SMIPP} Hullazh Darul
Munir oleh Yavasan As Sebidl Munir relah didirikan Sekolah
Menengnh Pertama4SMP] Hullazh Pardl Munir:

b. bahwa' Lerdasarkar pertimbariean sebuagaimana  dimaksud
huruf a, dab-dalam rangka mengoperasionalkan sekolah yang
telah  didirikan tersebut perlu diberikan Tzin  Operasional
Sckolah Menengah Pertama [(SMP) Huffazh Daril  Munir
kepacda Yayasan Sabhilul Munir, vang pemberian izinnya
ditetapkan dengan Keputusan Walikata

hotamadya Daerah Tingkat Il Bekasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4132] sebagaimana (elah diubah denpan Undang-Undang
Numor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atss Undang-
Lndang Nomor 16 Tahun 2001 tentsng Yavasan (Lembaran
Negase  Republik  Indonesia  Tahun 2004 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4430);




10 Peraturan Dacrah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tenrang

11.Peraluran Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang

. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 (cntang Siste

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaha

. Peraturan-_Pemerintah ' Netuor 41  Tahun @ 2007  tentang

Pendidikan Nasional {Lembaran Negara Republik  [Indonesic
Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republi
Indonesia Nomor 4301];

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsiz
Nomor 4437] sebagaimana Lelah beberapa kali diubah terakhur
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 fentan
Perubahan Kedua Atas Undang-Unduang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerab  (Lembaran  Negars
Republik  Indonesia Tahun 2008 Nomor 5%, Tambahsr
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4844);

Peraturan  Pemerintah . Nomor 28 Tahun 1990 tentary
Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Fndnneaiﬂ N
Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republiid &
Indonesia Nomor 341Y) sebagaimana teleh diubali dengun
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tmtﬁm%
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 199(
tentang - Pendidikan Dasar’ (Lembaran = Negara - Repuablil
Indonesia Tahung INGE Nomaor, 90, Tambahan Lermbaran
Negard Republik Indenesia Nomor 3763);

Peraturan/Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Starrdar
Nasionals Pendidikan (Lembaren| Negara Republix [ndaonesia
Tahun 2005 \Numeor ¢ 1, Tambdhan Lembaran Negara Repuhlik
IndoneésiaNomar 4462

Peraturan Peqicrinlall Nomor | 38 Tahun 2007  tentang
Pembagian “Urusan Pemcerintghan. - Anlara, - Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Proving / dan Pemierintahan  Dacreh
Kabupawy ARola (Lembaran Neguara Republik Indonesia Tahiun
2009 Neoos 82, Tambdharl  Lemberan  Negara - Republik
Indortesia Npthar 3737

Organisasi Perangkat-Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembacgn
Mepara Republik Indinesia Nomor 4741);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Namor 05 Tahun 2007 tentang
Penyclenggaraan Pendidikan di Kota  Bekast (Lembaran
[aerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);

Urusan, Pemerintahan  Wajib dan  Pilihan - Yang  Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota
Bekasi Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

Dinas Daerah Kota Bekasi (Lemburan Daerah Kota Belkasi
Tahun 2008 Nomor 6 Sen [ sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekas: Nowmor
08 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Dacrali Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas
Daerah Kota Bekasi (Lembaran Dacreh Keta Bekasi Tuhun
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Memperhatikan: 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/ T/ 2002 g
Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolsh;

5 i r

2, Keputusan Walikota Bekast Nomor 33 Tahun 2013 tentang
Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang
ackolah/Madrasah, Pendidikan Nenformal Informal @ dan
Pendidikan Analk Usia Dini (PAUD):

3. Rekomendasi Pendiriin  Sekolah dari Badan  Pelayanar

Perizinan Terpadu (BI'PT) Pemerinlah Kola Bekasi Nomor
41243/ L3-BPPT  tanggal 16 Juni 2004 tentang - Penclirian

Yayasan As Sabilul Munir;

4. Alkta Notaris Nomor 02 tanggal 18 April 2008 tentang Aktag Ir
Pendirian Yavasan As Sabiilal Munir.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU  Memberikan Jzin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) S
Huffazh Darul Munir diberikan kepada Yavasan As Sabilul Musir
vang beralamat di Pefum Mitra Lestari Nomor T¥13 Kelurahan)
Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi.

KEDUA . Pomberian [2in Operasional Sckolah scbapaimana  dimaksud

pada DikmarKESATL berlakal sepanjang mememihi keterituan
yang berlalty dan wajib didaftarknn ulang setiap 3 [riga] fahun
sekall padd Binas Pendidiloan:

KETIGA : Menugaskan' kepada Kesala, Bidang Pendidikan Dasar Dinas
Pendidikan Kota Bekasi untuk melaksanakan pembinaan demi
kelancaran penyvelenggeraan sckolah' lersebul.

KEEMPAT : Keputusan Wahkota ini mulai berlall pada ranggal diretapkan,

Ditetapkan di Bekasi

pada tangeal . 22-08-2014

a.n WALIKOTA BEKASI
KEPALA mgﬁs PENDIDIKAN,
f ™ ---. "' ‘f-'.,

Tembusan Yih ;

1o Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta,

2, Direktur Pembinaan SMP Dirjen Pendidixan Dasar Kemendikbud di Jakarta:
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barar di Bandung;

4. Walikota Bekasi;

5, Inspektur Kota Bokasi,




